PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang :

Mengingat

d.

NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUS! I1ZIN TRAYENK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwd peningkatkan dan perkembangan kendaraan angkutan
umum dan sejenisnya mutlak diadakan pengawasan,
pengaturan serta penertiban operasional di jalan raya berupa
penetapan izin trayek;

babwa untuk memberikan pelayanan izin trayek di lingkungan
cacrah Kabupaten Konawe Selaian, dipungut retribusi
terhadap penyelenggaraarnya;

tahwa untuk memenuhi rnaksud tersebut, perlu diatur dan

ditelapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenteng Hukum Acara
Fidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nemor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 3209);

Undang-undang Momor 21 lahun 1992 tentang Pelayanan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor
3493);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara vyang bersih dan bebas dari
Korupsi,kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
incdonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-undang Nomor 4 Tchun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Kounawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republil. indonesia Tahun 2005 Nomor 24,
Tambakan Lembaran Negera Rebublik Indonesia Nomor
4767):

Undang-unaang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nagara Republik indonesia
Homor 4256);

. Undarg-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4256),

. Undang-tindang Nomor 10 Tahur, 2004 tentang Pmbentukan
Pertaturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor .., Tambahan Lembaran
Negara Renublik Indonesia Nomer ....;

Unaang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4437 ); sebagaimana telah diubah
dua kali. terakhir dengan Undang — undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang ~ undang Nomor
32 Tahun 2008 Tantang Pemerintahan Daerah (embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 519,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Momor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

44328);



10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

11.

12.

13.

14.

15.

17.

dan Retribusi Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tfahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoi 544¢S);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang — undang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1283 WNomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258),

Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermctor i Jalan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1993 Nomor &0,
Tembahan Lembaran Negara Nomor 3528)

Peraturar  Pemszrintah  Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan {Lemoaran Negara Tahun 1993
Netnor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1997 Nomor 55, Tambahan iembaran MNegara Republik

Indonesia Nomer 3692);

6. Perzturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Ke'wenangan Propinsi sebagai
gaerah Otonom {Lembararn Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tamhahan Lembaran WNegara Republik
Indunesia Nomor 3852);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahur 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4139);



18.

19.

Peraiuran Pemerintak  Nomor 79 Tabun 2005 tentang
Pedomian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daeirah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoi 4593);

Peraturan P2merintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
QOrganisasi Perangkat Daerah {(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraiuran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
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22.

23.

cara Pemberian dan Pemantaatan insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tatun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kakupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Xonawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10};

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kzbupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan
Uaerah KAbupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Aias Peraturan Daerzh KAbupaten
Konawe Selatan tentang Perabentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kaoupaten Konawe Selatan {Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahur 2010 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun
2009 tentang Pokok-pokuk Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SEIATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG !Z:N TRAYEK

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

© N o kW

10.

11.

12.

Daerah adalah Kahupaten Konawe Selatan;

Kepala Daerah adalah Xepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Pemerintah Daerah acalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
Bupati adalain Bupati Konaw= Selatan;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

Sekretaris Daerali adalah Sekretaris Daerain Kabupaten Konawe Selatan;

Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Dinas Pendapatan aan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatar Jdan Pengelolaan Kekayaan dan Aset
Daerah Kabupaten Kcnawe Selatan;

Dinas adalah Dinas ferhubungan Komurikasi dan Informatika Kabupaten
Konawe Selatan;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Konawe Selatan;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan lerbatas,
Perseroan Komanditey, Perseroan laintiya, Badan usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
Kongsi, Yoperasi, Yayasan, Organisasi yang se;enis, Lembaga Dana Pensiun,
Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

Kendaran umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disedia!i<an untuk

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaian;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Mobil penumpang adalak setiap kendaraan yanrg dilengkapi sebanyak-banyaknya
8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotar yang dilengkapi lebih dari 8
{delapan) tempat tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Angkutan khusus adalah kendaran bermotor vyang disediakan untuk
dipergunakan oleh umun pengangkut orang untuk kepenuan khusus atau untuk
mengangkut barang-bzarang khusus;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan knusus yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetep dan jadwal tetap maupun tidak
berjadwal dalamn wilayah naerah;

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau tadan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas terientu gunra melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestartan lingkungan;

Retribusi izin trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemberiar izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang urtum pada suatu atau beberapa trayzk tertantu dalam
wilayah daerah;

1zin Insidentil adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
vang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah yang sifatnya satu kali
perjalanan pergi pulang dalam waktu tertentu.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai vang dibeii tugas tertentu dibidang
retribusi sasuai dengan peraturan perundangar. yang berlaku;

Waijib retribusi adalah crang pribadi atau badan yang menuiut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meiakukan pembayaran
retribusi;

Masa retribusi acalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu pagi wajio retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ketatausahaan;



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Surat Setoran Retribusi Dacraki, yang dapat disingket SSRD adalab surat yang
oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yzng terutang ke kas daerah atau ke tempat
pembayaran lain yeng ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Retritusi Daerah yarg sclasnjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang m2nentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

Surat Ketetapan Reiribusi Daerah lebih Bavar, yang selanjutrya disingkat
SKRDLB, adalah surat  keputusan retribusi yang  menentukan jumliah
kelebihan pembayaran retribusi karena lumlah kredit retribusi leblh besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Dderah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda;

Surat Ketetapan Retribus! Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retriousi lebih kecil daripada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar vang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat keputusan yusng menentukar jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen iain yang dipersamakar, SKRDKBT dan SXRDLB yang
diajukan oleh wajib retribusi;

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan
untuk menghitung besarnya retribusi terutang:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkar Peraturan Perundang-undangan
retribusi Daerah;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang husus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten konawe Selatan;



33. Penvidikan tindak pidana dibidang retribus adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yarg dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang retribusi dacrah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB )l
NAMA, OBJEK DAN SUEJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

dalam wilayah daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adszlah setiap pemberian Ilzin trayek dan pemberian Kartu
Pengawasan dan lIzin Insidentii untuk menyediakan peiayanan angkutan penumpang

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daeiah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiep orang atzu badan yang menggunakan dan/atau
mendapatkan layanan oenvediaan fasilitas terminal sebagaimanan dimaksud pada

Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB il
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

{1) Setiap orang atau badan yang telah memiiki lzin Usaha Kendaraan Angkutan
Umum diwajibkan mendapat I1zin Trayek dari Bupzti;
(2} Tata cara, syarat- syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin Trayek akan

ditetapkan kemudiar melalui Keputusan Bupati.



[

BAB IV
GOL.ONGAN RETRIBUSI

Retribusi Izin Trayek digolorigkan sebagai Retribusi Perizinan Vertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dinkur berdasarkan jumliah (zin Trayek diberikan dan jenis

angkutan umum penumpang.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUICTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukiur dan besarnva tarif dimaksud
didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebogian biaya atau sama dengan
penyelenggaraan nembavian izin trayek;

(2) Biaya penyelenggarzan pemberian izi trayek sebagaimara dimaksud pada ayat
(1) pasal ini meliputi kornponen biaya survey, dan biaya transportasi dalam

rangka pengawasan dan gengendalian.

BAB V!
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

i {1} Struktur tarif retribusi digolongkar berdasarkan jenis angkutan penumpang
umum dan daya angkut;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Pasai ini adalak sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK TARIF
- Mobil Penum;\ang s/d 8 Orang Rp. 120.000,-
-~ Mobil Bus s/d 15 Orang Rp. 125. 000,-
16 s/d4 25 Orang ! Rp. 150.000,-
Lebih aari 26 Orang Rp. 200.000,-
- Angkutan Khusus l
i Rp. 250.000,-




(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka kepada pemegang izin trayek
diberikan Kartu Pengawasan dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh per
seratus) dari izin trayek yang dibayar setiap tahun pada saav pendaftaran ulang;

{4) Biaya pemberian I17ir insidentil ditetapkan sebesar Rp. 15.C00,- {lima belas ribu

rupiah) tiap izin.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasat 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat izin Trayek diberikan.

BAB Vil
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasai 10

(1) Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka
waktu yang lamanya 5 {lima) tahun atau ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Masa pemberian Kartu Pengawasan adalah jangka waktu sama dengan lzin
Trayek dan setiap tahua dilakukan pendaftaran vlang;

(3) Masa pemberian Izin Insidantil adalah untuk satu kali perjalanan pergi pulang

dan berlaku paling lama 14 {empat belas) hari.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidax dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen fain yang

dipersamakan dan SKRCKRT.

Pasal 13

Pemungutan retribusi dilaksarakan oleh petugas yang ditunjuk.
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(1)
(2)

(3)

(4)

BAB X
TATA CARA PEVIBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunaifiunas;

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD atau dokumen lain vang
dipersamakan;

Tata cara pembayaran, penvetoran, tempat pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} pasal iri ditetapkan cleh Bupati;

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk

sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan

SKRD tambahan;

Pasal 13

{1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 14 Peraturan Daerah

int diberikan tanda bukti pembavaran;

(2) Setiap pembavyaran dicatat Jalam buku penerimaan-

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penaginhan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 {tujuh)

hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat

lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3) Surai teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini dikeluarkan o'eh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanzan penagihan retribusi
daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini

ditetapkan kemudian vich Bupati.

BAB Xil
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), (3) dan ayat (4)
Peraturan Daerch ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga seoesar 50 %
{lima puluh per seratus) persen dari retribusi yang terutarg atau kurang dibayar
dan ditagih dengan merggunakan STRD;

(2) Jangka waktu penundsen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berlaku selama 3 (tiga} bulan, tanps mengurangi pengenaan Sanksi
Administrasi berupa denda 50 % {lima puluh pe: seratus) persen;

(3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan (2) Pasal ini
dikecualikan bagi mereka yang menunda pembayaran dibawah dari 3 (tiga)
bulan yang besarnya axan dicetapkan dengan Keputusan Bupati;

{4) Apabila wajib retribusi iidak memenuhi kateatuan ayat {1} dan {2) Pasal inj,

maka dikenakan Pencabutan zin Usaha Anglutanr.

BAB Xt

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBLIS]

Pasal 19

(1) Wajib retribusi danat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
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{2} Waijib retribusi capat mengajikan permchonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi terupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena
kesalahan;

(3) Wajib retribust dapat mengajukan permohonan atau nembatalan ketetapan
retribusi yang tidak benar;

(4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohtonan pempetulan retribusi
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), avat {2) dan ayat (3) pasal ini hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau
dokumen lain yang dipersamakan;

(5) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndunesia dengan disertai
alasan-alasan yang je'as;

(6) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatar atas ketetapan retribusl, harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(7) Keberatan harus diajuxan dalam jangka waktu galing 'ama 60 (enam puluh) hari
sejak tangga! SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDK3T dan SKRDLB
diterinia kecuali Wajik Retribusi tertentu dapat menunjukxan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuaszannya;

{8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratzn sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) pasal ini tidak dipertimbangkan;

Pasal 20

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (empat)
bulan sejak tanggai surat keberatan diteritna harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukar;

{2) Keputusan Bupati atau pejakat yang ditunjuk astas keberatan danat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat
dan Bupati atau pejabat vang ditunjuk tidak membertkan suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabullkan.
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BAB XV
PENGURANGAN. KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

(1} Kepala Daerah dapat memberikan pangurangan, keringanan dan pemhebasan
retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimara dimaksud
pada ayat (1) pasal ini diberikan dergan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi; '

(3) Tata cara pembefian pengurangan, keringanan den pembebasan rertribusi

sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN FEMOAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran vetribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau peiabat yang ditunjuk;

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya perrachoran kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} pasal ini, harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah
dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu
keputusan, permohoran pengenibalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangks waktu paling lama 30 (tiga puluh}
hari;

{4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retrihusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uvtang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini dilakukan dalam iangka waktu paling lama 60 {enam puluh) hari

sejak diterbitkannya SKRDI B:
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembavyaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu {60 (enmam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dva perseratus) setiap bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayarar. retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati 3tau p2jabat yang ditunjuk dengan menyebuthan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Besarnya kelebihan pembayaran;
c. Alasan yang singkat dan ielas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat perrnohonan diterima vlah Bupati.
" pasal 24

(1) Pengembalian kelebikan retribusi sebagaiamana yar.g dimaksud dalam pasal 22
Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan curat perintah membayar
kelebihan retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;

(3) Bukti pemindahbukuan jugz berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluwarsa setclah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangaya retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindzk pidana di bidang retribusi;
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(2}

(3)

Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertanggung apabila :

a. Diterbitkan surat peringatan, surat teguran aan surat paksa;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung;

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah daluwarsa diatur oleh

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVill
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan terhadap Pemberian dan Pengelolaan lzin Trayek dilakukan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan gan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Badan
Pengawas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Pembinaan, pengawasan t{erhadap penerapan dan penegakkan Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Konawe Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk;

Pelaksanaan pengawasar. sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini dilakukan scecara bersama dan terpadu, serta diberikan biaya
operasional yang dibebankan pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan;

Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat {1) pasal ini adalah Pelanggaran.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaiamana
dimaksud pada Pasal Pasai 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat {5), Peraturan Daerah ini
sehingga merugiran keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atan denda paling banyak Rg. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);
Setiap penéemudi yang tldak melaksanakan Xewaiibaniya sebagalamana
dimaksud pada Pasal pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat {3), Peraturan
Daerah ini dikenakan tilang berupa Kartu Teguran Simpatik;

Bentuk dan isi dan jenis blangko Kartu Taguran Simpatik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2; Pasal ini ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah
melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe
Selatan;

Biaya tilang sebagainmiana dimaksud pada ayat {2) Pasal ini berdasarkan jenis
pelanggaran yang dilakiukan menurut ketertuan perundangan yang berlaku;
Tindak Pidana sebageimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini’ adalah

Pelanggaran.

BAB VIt
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

{1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak picana pelanggaran

(2)

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabiat Penyidik (PPNS) tertentu di

lingkungan Pemzrintahl Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Wewenang penyidil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalabh :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan merteliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan

tersebut menjadt lengkap dan jelas;
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b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterargan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak
pidana pelanggaran;

¢. Meminta keterangan dan barang bukti dari oreng pribadi atau badan
schubungan tindak pidana pelanggaran;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;

e. Melakukan penggeledahar untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana pelangzaran;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada‘ saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam
huruf e pasal ini;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;

i. memanggil orang untuk didengar keterangznnya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iri memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomaor 8 Tahun 1981 ientang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkar. oleh Bupati

sepanjang mengenai pelaksanaannya.



BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATW SELATAN,
__——-‘-#—

H. IMRAN
Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELATAN,

H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR:
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